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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kedudukan kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan serta 

beribadat pada dasarnya masuk sebagai hak individu yang tidak bisa ditunda 

pemenuhannya (non derogable rights).
1
 Dengan kata lain kebutuhan rakyat 

akan spiritual religius menjadi hal yang pokok yang harus dapat dipenuhi dan 

dijamin pemerintah selaku pelaksana negara. 

Agama Islam sendiri selain memberi perintah-perintah ibadat seperti 

sholat, puasa, zakat dan haji, juga diharuskan bagi seluruh umat Islam untuk 

menuntut ilmu sebagai pembekal amal ibadah. sebagaimana disebutkan secara 

jelas mengenai kewajiban menuntut ilmu. Dapat dilihat dari hadits riwayat Ibn 

Majah No. 224, yaitu: 

يُر بْنُ شِنْظِيٍر عَنْ حَدَّثَ نَا ىِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّ  ثَ نَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَ نَا كَثِ

ُ عَلَيْوِ وَسَلَّمَ  قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ لََ  دِ بْنِ سِيريِنَ عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَ مَُُمَّ
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Ismail Hasani, Berpihak dan Bertindak: Intoleransi dan Restriksi Negara dalam 

Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia (Jakarta: SETARA Institute, 2009), hlm. 7. 
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رِ  طَلَبُ الْعِلْمِ فَريِضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَوَاضِعُ الْعِلْمِ عِنْدَ  غَيْرِ أَىْلِوِ كَمُقَلِّدِ الْْنََازيِ

الَْْوْىَرَ وَاللُّؤْلُؤَ وَالذَّىَبَ 
2  

“Telah menceritakan kepada kami [Hisyam bin Ammar] berkata, telah 

menceritakan kepada kami [Hafsh bin Sulaiman] berkata, telah menceritakan 

kepada kami [Katsir bin Syinzhir] dari [Muhammad bin Sirin] dari [Anas bin 

Malik] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Menuntut 

ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan orang yang meletakkan ilmu 

bukan pada pada ahlinya, seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan 

dan emas ke leher babi." 

Umat Islam mengimplementasikan hal tersebut melalui salah satunya 

yakni majelis talim. Kata majelis talim terdiri dari dua akarkata bahasa Arab 

yaitu majelis ( مجلس ) yang berarti tempat duduk, tempat sidang atau dewan, 

sedangkan talim berarti pengajaran. Pengertian majelis adalah pertemuan atau 

perkumpulan orang banyak atau bangunan tempat orang berkumpul. Dari 

pengertian terminologi tentang majelis talim di atas dapatlah dikatakan bahwa 

majelis adalah tempat duduk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama 

Islam.
3
 

Masyarakat mendatangi majelis talim bukan hanya untuk menjalankan 

kewajiban menuntut ilmu, namun juga sebagai sarana bersosialisasi, 
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komunikasi, penggerak ekonomi dan lainnya. Kemudian yang menjadi 

perhatian adalah pandemi yang tengah melanda Indonesia pada saat ini 

mengharuskan dilakukannnya pembatasan aktivitas sosial terlebih yang 

menimbulkan kerumunan. Terkhusus di Banjarmasin, perlu diketahui bahwa 

total kasus pandemi Covid-19 per 1 Agustus 2021 didapati akumulasi 

sebanyak 12.603 kasus positif, 9.919 sembuh, 2.414 dirawat, 270 meninnggal 

dan 413 orang dinyatakan sebagai suspek.
4
 

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif selaku pembuat 

kebijakan mesti membuat kebijakan publik guna penanganan situasi 

mendesak. James Anderson menyatakan bahwa kebijakan publik itu ialah 

suatu “purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of 

actors in dealing with a problem or matter of concern” (Tindakan yang 

secara sengaja atau sengaja tidak dilakukan oleh seorang aktor atau 

sekelompok aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu 

yang dihadapi).
5
 

Abidin membedakan kebijakan dalam tiga level, yaitu (1) kebijakan 

umum, (2) kebijakan pelaksanaan, dan (3) kebijakan teknis.
6
 Kebijakan 

umum merupakan kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk 

pelaksanaan yang bersifat positif maupun negatif, yang mencakupi 

                                                           
4
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Perkembangan Kasus Covid_19, 

Kalimantan Selatan: Data Infografis, 2021. https: //www. Instagram.com /p/CSCPI9tFAG0/ 

?utm_medium=copy_link (2 Agustus 2021). 
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 Eko Handoyo, Kebijakan Publik (Semarang: Widya Karya, 2012), hlm. 14. 
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keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan pelaksanaan 

adalah penjabaran dari kebijakan umum, dan Kebijakan teknis yang 

merupakan strata paling rendah dari kebijakan. Kebijakan teknis merupakan 

perihal operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.
7
 

Berkenaan dengan pandemi pemerintah telah mengeluarkan berbagai 

kebijakan dalam rangka percepatan penaganan Covid-19 salah satunya KMK 

Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol 

Kesehatan Bagi Masyarakat. Kemudian Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 

02 tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

Level 3, Level 2, Dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk 

Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, 

Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Dan Papua. dan untuk teknis 

berkegiatan majelis talim diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama No.26 

Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan/Keagamaan Di 

Tempat Ibadah Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat 

Level 4, Level 3 Dan Level 2 Corona Virus Disease 2019. 

Meski demikian masih kerap ditemui kekurangan dalam penerapan 

protokol kesehatan, baik oleh  jemaah maupun oleh penyelenggara majelis. 

Seperti belum adanya himbauan untuk menjaga protokol kesehatan, tidak 

menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai, berkerumun dan 
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sebagainya yang berkemungkinan dapat memicu bertambahnya kasus Covid-

19. Sebagai rujukan di Banjarmasin sendiri terdapat sebanyak 442 majelis 

Talim terdata yang tersebar di lima kecamatan di Banjarmasin dengan 

pembagian sebagai berikut: Banjarmasin Utara sebanyak 74, Banjarmasin 

Selatan sebanyak 82, Banjarmasin Tengah sebanyak 68, Banjarmasin Timur 

sebanyak 87, dan Banjarmasin Barat sebanyak 131.
8
  Dengan total jemaah 

terdata sekitar 62.997 dengan rata-rata jemaah keseluruhan berkisar 232 

orang jemaah per/majelis. 

Berdasarkan hasil wawancara awal yang penulis lakukan kepada salah 

seorang pimpinan majelis dan juga seorang jemaah dengan keterangan 

sebagai berikut; 

1. Muhammad Naufal, selaku pimpinan pengurus majelis talim As-Shofa 

Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota 

Banjarmasin, Pada tanggal 12 Juli 2021 

2. Muhammad Rosyad, selaku masyarakat sekitar dan jemaah majelis talim 

As-Shofa, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, 

Kota Banjarmasin, Pada tanggal 15 Juli 2021 

Yang mana berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti mendapati bahwa 

dalam penerapan protokol kesehatan kerap terjadi pelonggaran dalam 

pelaksanaanya, baik dari pihak jema‟ah maupun penyelenggara. 

                                                           
8
Kementerian Agama Kota Banjarmasin, Data Majelis Talim tiap kecamatan per Mei 

2021 
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Selain hal tersebut, yang menarik adalah, penulis mendapati dari 

orang-orang yang berhubungan dengan majelis talim memiliki pola pikir 

tawakal kepada Allah SWT yang sangat kuat sehingga berkenaan dengan 

COVID-19 kebanyakan jemaah mendudukan perihal keselamatan diri 

kembali kepada ketentuan Allah SWT. Hal ini sejalan dengan paparan 

pimpinan yang peneliti wawancarai bahwa kebanyakan jemaah menganggap 

COVID-19 layaknya penyakit yang sudah-sudah kebanyakan ditemui seperti 

flu. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan fakta lapangan yang kerap penulis 

temui dalam percakapan jemaah majelis lainnya berkenaan dengan Covid-19. 

Adapun penelitian ini berlokasi di kota Banjarmasin dengan 

pertimbangan pemilihan lokasi sebagai berikut: 

1. Banjarmasin selaku ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat 

menjadi role model pelaksanaan kebijakan di Provinsi Kalimantan 

Selatan; 

2. Banjarmasin memiliki jumlah kasus positif terbanyak COVID-19 

dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di provinsi Kalimantan 

Selatan; 

3. Banjarmasin memiliki banyak majelis talim yang terdata sejumlah 442 

majelis talim yang tersebar di 5 kecamatan yang ada; 

4. Kegiatan majelis talim di Banjarmasin didukung dengan kultur 

masyarakat yang agamis sehingga memicu antusiasme yang tinggi. 
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Berangkat dari fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka penulis 

tertarik ingin meneliti lebih jauh mengenai masalah ini dan menuangkannya 

dalam bentuk skripsi dengan judul “PENERAPAN KEBIJAKAN 

PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 SELAMA PANDEMI” 

(Studi pada Majelis Talim di Banjarmasin) 

B. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas pembahasan permasalahan di atas maka 

penulis membuat beberapa rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana penerapan kebijakan percepatan penanganan COVID-19 

pada majelis talim di Banjarmasin? 

2. Apa kendala dari penerapan kebijakan percepatan penanganan 

COVID-19 untuk majelis talim di Banjarmasin? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan 

yang dijelaskan di rumusan masalah di atas, yakni sebagai berikut: 

1. Mengetahui penerapan kebijakan percepatan penanganan COVID-19 

pada majelis talim di Banjarmasin; 

2. Mengetahui kendala dari kebijakan percepatan penanganan COVID-19 

pada majelis talim di Banjarmasin. 

D. Signifikansi Penelitian 
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Dengan adanya penelitian ini yang diharapkan dan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini, maka peneliti membagi dua prespektif yang 

pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, antara lain sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk memperluas serta menambah pengetahuan dan wawasan 

penulis dan juga mahasiswa(i) jurusan Hukum Tatanegara Islam 

serta seluruh mahasiswa(i) Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin dalam bidang kajian Hukum Tatanegara Islam. 

b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di 

bidang Hukum Tatanegara Islam. 

c. Dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan acuan bagi peneliti 

lain yang akan melakukan penelitian secara lebih mendalam 

terhadap permasalahan yang sama pada periode mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai bagian tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada jurusan 

Hukum Tatanegara Islam di Universitas Islam Negeri Antasari 

Banjarmasin. 

b. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam 

memperkaya khazanah literatur Hukum Tatanegara Islam bagi 

kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 

E. Definisi Operasional 
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Untuk menghindari penafsiran yang luas dan kesalahpahaman 

dalam memahami judul untuk memperjelas judul penelitian, berikut ini 

diberikan definisi atau batasan-batasan istilah dari judul penelitian; 

1. Penerapan menurut kamus bahasa Indonesia adalah proses, cara, 

perbuatan menerapkan atau pun memanfaatkan dan mempraktikan.
9
 

Yang mana penerapan yang dimaksud di sini adalah teknis kebijakan 

Covid-19 oleh pemerintah kepada masyarakat, terkhusus yang 

dilakukan oleh majelis talim. 

2. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh 

seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan 

cara untuk mencapai tujuan itu.
10

 Dalam hal ini, kebijakan yang 

dimaksud adalah kebijakan publik berupa aturan-aturan dan teknis 

pelaksanaannya yang diambil guna menangani perihal Covid-19. 

3. Majelis Talim adalah tempat duduk melaksanakan pengajaran atau 

pengajian agama Islam.
11

 Adapun menurut Peraturan Menteri Agama 

Republik Indonesia (PMA) RI No. 29 tahun 2019 pasal 1 ayat 1 yakni 

“Lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan 

pendidikan keagamaan Islam non formal sebagai sarana dakwah 

Islam”.  

                                                           
9
Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa dan Departemen 

Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1506.  
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Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 

2007), hlm. 20. 
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Tim Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, loc. cit. 
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4. Pandemi adalah penyakit yang terjadi pada wilayah geografis yang 

luas dan memengaruhi proporsi populasi yang sangat tinggi”.
12

 

Adapun pandemi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandemi 

corona virus disease 2019 (Covid-19) yang melanda Indonesia 

termasuk Banjarmasin. 

F. Penelitian Terdahulu 

Sejauh pengamatan penulis penelitian “PENERAPAN 

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGANAN COVID 19 SELAMA 

PANDEMI (Studi pada Majelis Talim di Banjarmasin)” masih belum ada 

yang membahasnya. Namun untuk menghindari kesalahan dan untuk 

memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian 

pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah 

ada, kajian pustaka penelitian terdahulu penulis yaitu: 

Jurnal yang ditulis oleh Darmin Tuwu 2020 “KEBIJAKAN 

PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI COVID-19” 

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Halu Oleo, Kendari. 

Yang mana jurnal ini meneliti tentang bagaimana kebijakan pemerintah 

dalam penanganan pandemi Covid-19.
13

 Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak akuratnya informasi yang beredar dan tidak 

                                                           
12

Reiny Dwinanda, “WHO Nyatakan Corona Sebagai Pandemi, Apa Maknanya?”, 

Republika (Zurich 12 Maret 2020), 

https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q72boz414 (6 Januari 2020). 
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Darmin Tuwu, “KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI 

COVID-19”, Journal Publicuho, NO. 2 (2020): hlm. 276. 

https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/q72boz414%20(6


11 
 

 

tersedianya informasi akurat dari pemerintah tentang sumber dan 

penanganan Covid-19 menjadi salah satu kendala, selain itu juga belum 

ada skema kebijakan perlindungan sosial yang merata bagi seluruh 

masyarakat.  

Jurnal hukum dan pemerintahan yang ditulis oleh Aprista 

Ristyawati 2020 “EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBATASAN 

SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM MASA PANDEMI CORONA 

VIRUS 2019 OLEH PEMERINTAH SESUAI AMANAT UUD NRI 

TAHUN 1945” Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Yang di dalam 

tulisan ini meneliti bagaimana dan seberapa efektifnya kebijakan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa pandemi jika 

dkomparasi dengan amanat UUD NRI 1945.
14

 Yang mendapati hasil 

bahwa jika dikomparasikan dengan UUD NRI 1945 Kebijakan PSBB 

masih belum efektif karena masyarakat belum merasa mendapatkan 

perlindungan hukum atas aturan yang ada pada saat pandemi ini. 

Jurnal yang ditulis oleh Andi Heru Susanto dan Budi S. 

Kramadibrata 2020 “PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DAN 

KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGURANGAN 

PENYEBARAN VIRUS COVID 19” Program Studi Manajemen, STIE 

Media Nusantara Citra. Yang meneliti pengaruh dari partisipasi 

masyarakat dalam menanggapi dan mengimplementasikan kebijakan 
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Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam 

Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI Tahun 1945”, 

Administrative Law & Governance Journal, NO. 2 (2020): hlm. 247 – 248. 
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pemerintah terhadap Covid-19.
15

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

salah satu langkah tepat penangan pandemi adalah kebijakan pemerintah 

yang sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta di 

dukung oleh partisipasi masyarakat yang tinggi. 

Adapun persamaan daripada penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumnya adalah sama-sama menganalisis daripada kebijakan 

publik yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan Covid-19 serta 

bagaimana partisipasi masyarakat. Sementara perbedaannya yakni pada 

bagian tujuan penelitian, yang mana penelitian sebelumnya belum ada 

analisis mendalam mengenai teknis penerapan kebijakan publik serta 

kendala yang menyertainya di lapangan. Kemudian konteks objek yang 

diteliti juga berbeda, yang mana penulis berfokus pada masyarakat sosial 

keagamaan di majelis talim yang ada di kota Banjarmasin. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini disusun dalam V (lima) bab, dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

Bab I pendahuluan, yang mana dalam memuat segala sesuatu yang 

bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan, yang terdiri dari 

latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukannya 

permasalahan yang akan diteliti, kemudian permasalahan tersebut 

                                                           
15

Andi Heru Susanto dan Budi S. Kramadibrata, “PENGARUH PARTISIPASI 

MASYARAKAT DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PENGURANGAN 

PENYEBARAN VIRUS COVID-19”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, NO. 4 (2020): hlm. 239 

– 240. 
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dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang 

menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Berkenaan tentang tujuan 

penelitian, selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, sebab 

tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan 

dalam penelitian ini dapat terjawab serta terselesaikan. Pemahaman dan 

pengertian juga berusaha berikan seperlunya mengenai apa yang 

dikehendaki pada penelitian ini. Yakni berupa definisi operasional yang 

berkaitan dengan judul penelitian, agar tidak menyimpang dari apa yang 

diinginkan pada penelitian ini. Penulis juga berharap semoga nantinya 

hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan 

wawasan maupun yang ingin menjadikannya sebagai bahan acuan dan 

referensi di bidang akademis. 

Bab II landasan teori, berisikan hal-hal yang berkenaan dengan 

penjabaran tentang teori yang akan dijadikan landasan untuk menganalisis 

bagaimana Penerapan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-19 Selama 

Pandemi pada majelis talim di kota Banjarmasin. 

Bab III metode penelitian, berisi metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini. Di dalamnya memuat jenis dan pendekatan, lokasi 

penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, Teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian dan analisis, yang 

terdiri bagian hasil Penelitian mencakupi data pihak yang terkait dan hasil 

wawancara serta keadaan lapangan kemudian bagian pembahasan hasil 
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penelitian mengenai Penerapan Kebijakan Percepatan Penanganan Covid-

19 Selama pandemi serta bagaimana kendala dan dampak dari kebijakan 

percepatan penanganan Covid-19 pada majelis talim di kota Banjarmasin. 

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan dan 

Rekomendasi. Dalam bab penutup ini, peneliti akan memberikan simpulan 

dan rekomendasi sebagai masukan pemikiran terhadap hasil analisis 

temuan dan pembahasan. 

 

 




